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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan 

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan pelayanan notaris dalam 

perspektif Fiqih Siyasah di Kota Bengkulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Implementasi PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu telah berjalan pada 

aspek identifikasi pengguna jasa, pemeriksaan dokumen, dan pelaksanaan 

CDD. Namun, implementasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena 

penerapan EDD, penilaian risiko, penggunaan goAML, dan pelaporan TKM 

masih belum dilakukan secara optimal oleh seluruh notaris. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa PMPJ masih lebih dominan dipahami sebagai 

kewajiban administratif dibandingkan sebagai instrumen mitigasi risiko 

pencucian uang dan pendanaan terorisme. 

2. Hambatan penerapan PMPJ oleh notaris di Kota Bengkulu dapat 

dikelompokkan ke dalam hambatan yuridis, teknis, dan sosiologis. 

Hambatan yuridis muncul terutama karena adanya keraguan dalam 

memahami batas antara kewajiban menjaga rahasia jabatan dengan 

kewajiban pelaporan TKM kepada PPATK. Hambatan teknis berkaitan 

dengan pemahaman terhadap mekanisme pelaporan, penggunaan aplikasi 

goAML, penentuan indikator transaksi mencurigakan, serta belum 

meratanya penguasaan prosedur CDD dan EDD. Hambatan sosiologis 
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muncul dari relasi pelayanan antara notaris dan pengguna jasa, terutama 

ketika pengguna jasa belum memahami alasan notaris meminta data 

tambahan, dokumen pendukung, atau informasi mengenai pemilik manfaat. 

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas PMPJ tidak 

hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada pembinaan 

kelembagaan, kesiapan sarana, budaya hukum, dan kesadaran profesi. 

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut 

menunjukkan bahwa efektivitas PMPJ dipengaruhi oleh faktor hukum, 

faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya 

hukum yang belum berjalan secara optimal. 

3. Penerapan PMPJ oleh notaris dalam perspektif Fiqih Siyasah dapat 

dipandang sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik. PMPJ memiliki 

kesesuaian dengan maqashid syariah, terutama hifzh al-mal, karena 

bertujuan mencegah penyalahgunaan jasa notaris untuk menyamarkan asal-

usul harta hasil tindak pidana. PMPJ juga sejalan dengan maslahah 

mursalah karena instrumen seperti CDD, EDD, goAML, dan pelaporan 

TKM merupakan mekanisme modern yang memiliki manfaat dalam 

mencegah kemudaratan dan melindungi kepentingan umum. Melalui prinsip 

sadd al-dzari‟ah , PMPJ dapat dipahami sebagai upaya menutup jalan bagi 

penyalahgunaan layanan hukum. Sementara itu, prinsip amanah 

menegaskan bahwa notaris tidak hanya berkewajiban menjaga rahasia 

jabatan, tetapi juga bertanggung jawab untuk menggunakan kewenangannya 

secara hati-hati, jujur, dan tidak membuka ruang bagi kejahatan keuangan. 
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Dengan demikian, PMPJ tidak bertentangan dengan nilai Fiqih Siyasah, 

sepanjang dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan hukum, dan tetap 

menghormati hak pengguna jasa. Meskipun demikian, implementasi nilai-

nilai tersebut dalam praktik belum sepenuhnya terwujud karena masih 

ditemukan keterbatasan dalam penerapan EDD, pelaporan TKM, dan 

pemahaman risiko oleh sebagian notaris. Oleh karena itu, kesesuaian PMPJ 

dengan prinsip Fiqih Siyasah secara normatif telah terpenuhi, tetapi secara 

empiris masih memerlukan penguatan dalam pelaksanaannya 

 

B. Saran 

1. Notaris perlu memperkuat pemahaman dan penerapan PMPJ sebagai 

bagian dari standar pelayanan kenotariatan. PMPJ sebaiknya tidak 

diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai 

mekanisme perlindungan hukum bagi notaris, pengguna jasa, dan 

masyarakat. Notaris perlu menerapkan prosedur identifikasi, verifikasi, 

CDD, EDD, serta pencatatan internal secara lebih tertib agar setiap 

keputusan pelayanan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Perlu disusun pedoman teknis yang lebih operasional mengenai 

hubungan antara rahasia jabatan notaris dan kewajiban pelaporan TKM. 

Pedoman tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai batas 

informasi yang wajib dilaporkan, kondisi yang mewajibkan pelaporan, 

bentuk perlindungan bagi notaris yang melapor dengan iktikad baik, serta 

mekanisme agar pelaporan tidak dipahami sebagai pelanggaran terhadap 

rahasia jabatan. Kepastian ini diperlukan agar notaris tidak ragu dalam 
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melaksanakan kewajiban hukum yang telah ditetapkan. 

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu, Majelis Pengawas 

Daerah, organisasi notaris, dan PPATK perlu memperkuat pembinaan 

secara berkelanjutan. Pembinaan sebaiknya tidak hanya berbentuk 

sosialisasi umum, tetapi juga pelatihan teknis berbasis kasus mengenai 

indikator TKM, penggunaan goAML, penerapan CDD dan EDD, serta 

cara menghadapi pengguna jasa yang tidak kooperatif. Pembinaan 

semacam ini penting agar pelaksanaan PMPJ tidak bergantung pada 

pemahaman individual masing-masing notaris. 

4. Perlu ada penguatan sistem dokumentasi internal di kantor notaris. 

Dokumentasi tersebut dapat berupa formulir identifikasi pengguna jasa, 

daftar periksa dokumen, catatan penilaian risiko, catatan alasan 

penerapan CDD atau EDD, serta catatan keputusan apabila suatu 

transaksi dinilai wajar, perlu pendalaman, atau perlu dilaporkan. 

Dokumentasi ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit pelayanan, tetapi 

untuk memperkuat akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi notaris. 

5. Notaris perlu mengembangkan pendekatan edukatif kepada pengguna 

jasa. Pengguna jasa perlu diberi pemahaman bahwa permintaan identitas, 

dokumen tambahan, informasi pemilik manfaat, atau klarifikasi transaksi 

merupakan bagian dari kewajiban hukum notaris dalam mencegah TPPU 

dan TPPT. Pendekatan edukatif dapat mengurangi resistensi pengguna 

jasa dan membantu membangun budaya pelayanan hukum yang lebih 

transparan, tertib, dan bertanggung jawab. 
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6. Perspektif Fiqih Siyasah dapat digunakan sebagai dasar etik untuk 

memperkuat kepatuhan notaris terhadap PMPJ. Nilai maqashid syariah, 

maslahah mursalah, sadd al-dzari‟ah, amanah, dan hifzh al-mal dapat 

menjadi landasan bahwa PMPJ bukan hanya kewajiban hukum negara, 

tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral untuk menjaga 

kemaslahatan, mencegah kemudaratan, dan melindungi harta masyarakat. 

Dengan demikian, integrasi nilai Fiqih Siyasah dapat memperkuat 

kesadaran substantif notaris dalam menjalankan pelayanan hukum yang 

amanah dan berorientasi pada kepentingan publik. 
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